PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang = Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : domntspatgrvon@omad.aovm, Website: . dovnpisp, nttpvov.go. k1

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/53/PTSP/IV/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS BOAWAE
DI KABUPATEN NAGEKEO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Swasta (SMAS),

b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMAS St. Fransiskus Xaverius Boawae dari
aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan lzin
; Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
" C ¢’ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
s M _ - diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
25 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang 1zin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Swasta (SMAS) St. Fransiskus Xaverius Boawae di Kabupaten Nagekeo;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 lentang Pembentukan Daerah-daerah

& 5 . Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

“Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. ' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pandldlkan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

-3, 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

; Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

: 3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

+ 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik

T Indonesia Nomor 5679); y ®
5 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tfentang pengelolaan dan
i L Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara' Tahun 2010 Nomor 23,
% % Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
. " Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
", Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
‘Pendidikan {Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan - Pemennlah Nomor 19" Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (T ambahan Lemba['an Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang

Badan Akreditasi Sekolah,
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9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2014 tentzng Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengzh,

10. Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januan Z007 tentzng
Prioritas Pendinan Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2015 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Guberrur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Penzinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMAS St. Fransiskus Xaverius Boawae Nomor
: 421/SMA FX/MN 05.07/03/2021 langgal 25 Maret 2021 tentang Permchonan 1zn
Operasional Sekolah:

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provansi Nus3 Tenggara
Timur Nomor : 848/1056/PK/2021 Tanggal 01 April 2021.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekoliah Menengan
Atas Swasta (SMAS) St Fransiskus Xaverius Boawae di JI. Trans Bogwae-Sca
dengan Jurusan limu Pengetahuan Alam (IPA), limu Pengetahuan Sosial (IPS) ¢an
Bahasa;

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penenmazn
Peserta Didik Baru (PDB);

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mula: tanggal 13 Apnil 2021
sampai dengan tanggal 12 April 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanang.
Sekolah Menengah Atas SMAS St Fransiskus Xaverius Boawae berkewajban
memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagas
ketentuan yang berlaku

5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan gkan diinjau

kembali apabila pada kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetacannya

=+ Ditetapkan di : Kupang
Padatanggal : 13 Apnl 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan),

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal laporan);

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan),
Bupati Nagekeo di Mbay, 8

Direktur Jenderal P

endidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repubiik

Indonesia di Jakaria,

©®~

Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakanta;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nagekeo di Mbay;,

1ﬁ. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo di Mbay,
11. Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Nagekeo di Mbay.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jal
é‘;a?r'stkl Rahmat No. 1 Kota Kupang - Telp / Fax, (0380) 833213, 821627
. LSp. nttprov@gmai.conr, Webshte: wivi, d . nttprov.go. il

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421 5/53/PTS P/VI2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS BOAWAE
ST DI'KABUPATEN NAGEKEOD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU
£ & Phovmsn NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang WAl .‘bahwa daiam rangka untuk ‘mendeKatkan dan menlngl&likan pelayanan pendidikan

& dhee kepada rnasyarakal di Kabupaten ' Nagekeo mnk.ﬂ perlu menetapkan Izin

-Operaslonnl Penyelenggaraan Safuan Pendldikan SaRolah Menengah Atas
& ¢ Swasta (SMAS),

<" 4 b. bahwa permohonan Kepala Sekorah SMAS St. Fransuskus Xaverius Boawae dari

¥ ‘ ~~ aspek administrasi: dan: teknis, lalah memenuhi pmynratan ‘untuk: diberikan Izin

el . Opareslunﬂl Penye!anggaraan SaiuariPendidlkan Sekolﬁﬁ_déﬂﬁgnh%s (SMA);

i oe bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hiind a dan b

8§ T _digtas, " periu. menetapkan, Keputusan Kepala. | Dlnaa Penanaman Modal dan

B A Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsl ‘Nusa- Tanggara “Timur mmang Izin

N ‘Oparasional Penyelenggaraan Satuan " Pendi dikan" Sekolah ‘ Marieruah Atas

Swasta (SMAS) St. Fransu;kus Xavenu's anwae di Kabupaten Nagekecr

"
"
&

Mengingat : 1.' Undang-Undang -Nomor 64 Tahun' 1958 tentang Pambentukan Daerah—daerah

: " Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat da Nusa Tenggai Timur (Lambnfan Negara

“Republik .Indonesia Tahun 1958. Nomor 15 Jambeﬁan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649); 5 3 e ¥

% 2. Undang-Undang Nomor 20: Tahuh 2003 tentanq-‘Sistem Pﬂ‘ldftﬁﬁan Nasional

L 8 “ - (Lembaran Negara Republik™ lndonema Tahun éﬁoa Nomor’;TB Tambahan
 § . Lembaran Negara Republik Indonesta’Nomor- 4301')‘_ - 8 _!‘
% -3, . Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 201419ntan§.P"" han | aérah (Lembaran
%! “Negara Republik lndonasra‘Tahun 2014 Nombr244 Tambahar Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sabagmrnana telah ciubahbbb&mpa kali terakhir

L dengan Undang-Undann Nomor 9" Tahuri.2075.te

L B Undang-Undang Nomor23 Tahun_ 2014 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran

k5 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik

& Indonesia Nomor 5679);

"5 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lantang pengelolaan dan

L Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ﬂhun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sabggnnnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tontmg Perubahan Atas Peraturan
. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Panbalolaan dan Penyelenggaraan
'P@ndldaknn (Lembaran Nogari Tahun 201Q Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peratlran’ Pemerintah Nomor 13 Tahuf 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturans. Pemerintah Nomot 19-"Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Tainbahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran

Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menangah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah:

N
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/ 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Sural Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang
Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan ¢ 1. Surat Permohonan Kepala. Sekolah SMAS S, Fransiskus Xaverius Boawae Nomor

;-" ’4"21FSMA FXIMN ,5 o‘noarzoﬂ 1anggal 75 MaraiQO21 tentang Permohonan Izin

Menetapkan
KESATU

1% wasla (SMAS) St Fransiskus Xavenus Boawaa‘ di‘ JI frrans Boawae-Soa
ahgan Jurusan IImu Pengetahuan A|am (IF‘A) limu’ Pengelahuan So§ial (IPS) dan

KEDUA ¢
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:‘E:.-. ' P e P %%7&‘ “ i A‘l Utama Muda.~tI &
— wj-,wssosoa 199503 1 003"
Tembusan : % 2 .,.f'\b“'
Menteri Pendidikan di'[!j'(abudayaan Republik Indonesia di Jakarta; &
Gubernur Nusa Tengga%ur di Kupang (sebagai laporan); A oy
Wakil Gubernur Nusa Tenggara,Timur di Kupang (sgbagal' laporan); o &
Sekretaris Daerah Provinsi Tenggara Tmu(-’dl Kupang (sebagaul&oran),
Bupati Nagekeo di Mbay; W, "\,
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar ’aan Menengah Kemantorian Pendudlkan dan Kebudayaan Republik
Indonesia di Jakarta, o
Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendlqg!can danKabudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvirisiiNUsa Tenggara Timur di Kupang;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nagekeo di Mbay;
. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo di Mbay;
Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Nagekeo di Mbay.
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PEMERINTAH [I:::(‘)\\SIINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PELAYA PENANAMAN MODAL

AN
Jalan Bosul Rah s TERPJ“\DU SATU pm'ru (DPMPTSP)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/53/PTSP/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS BOAWAE
e - DIKABUPATEN‘NAGEKEQ=" =%

KEPALA DmA ENANAMAN MODAL Dm’j'- T

BT

Menimbang

ka’};jpaﬂu menetapkan Izin
3 Se’k‘olah Menengah Atas

g i : 'erpadu Sat Pmtu'f vi ;TE\"'-teﬁtang Izin
b b‘eraé:orrsl ‘Penyelenggaraan Satuan’ ?ﬁetﬁah Atas
Mengingat ntokan: a?fah—daerah
3 U (Eem)i);ran Negara
. ERepubhl;@lndonesm Tahun 1958 .No _q;jan Negara

5 .Y ‘Reptibiik Indonssla Nomor 1649 LoF 4 ‘?
si.‘ \ -y ‘ dikan Nasional

S 3

ern"bh"' i "ajrah (Lembaran
“ Negara Republik Indoresta:Tahun 2014 quan 44, Tam hif Li#mbaran Negara
Republik Indonesia Nortor 5587) sebagalmana 'elah dﬁb“ ah bgrapa kali terakhir
.dengan Undang-Undanﬁ Nomor 9 Tahun 2015~tent 3 ahan kedua atas
Undang-Undang NomaF:23 Tahtin, 2014 tenlnng F'emanhtah\Daarah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahury 2015 ‘Nomor 58, Taﬁmaﬁ“én Negara Republik
S Indonesia Namor 5679); b
% . 4. Peraturan Pemerintah Nomor~ 17 Tahun 2010 thritang pengelolaan dan
ﬁ;" Penyelenggaraan Pendidi kan (Lembaran Negarav ﬁhun 2010 Nomor 23,
%, % Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagalmana telah diubah dengan
% . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teﬁtaﬂg Perubahan Atas Peraturan
"- ‘Pemerintah Nomor 17: Tahun; 2010 tentang. Psnbelo!aan dan Penyelenggaraan
“‘Pandlcrkan (Lambaraq Nugarﬁ “Tahun 2Q1:%§5mor 112, Tambahan Lembaran
NnmorS‘IS?),. v §

5. Perazmr;% Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Perat LJPernenntah Nomor ~4 9 “Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Tt a%l‘mhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah* Nomor’ "5 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonsia Tahun 2008 Nomor 90),

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;

Dipindai dengan CamScanner



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. St.fral Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang
Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;

1. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Memperhatikan MAS St Fransiskus Xaverius Boawae Nomor
g2 i“fﬁ_a’i’r‘&efpom tentang Permohonan Izin
AT Y
 Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
1 April 2021 021,
Mensiapkan 5 RS st el :
KESATU #F = hhu'bai!m tzin Q_ﬁemsiona; Penyeienggm'aanSaMm g_ydﬂ(an Sekolah Menengah
.+ " Ams Swasta (SMAS) St Fransiskus Xaverius. Boawas di Ji. Trans Boawae-Soa
- gengan Jurusan limu Pengefahuan-Alam (IPA),"limu Penget I (IPS) dan
@ g s Bahasa; oapii o on G E el - N
KEDUA " i G ;
' hi "8+ (delapan)...Stanc
KELINAL - * Kepufusan ini mufai berlaku pada tanggal dif
. kemb3li:apabila’pada kemudian hari temyata fe
:..%‘;. i e
R
fri‘. -.‘ = - 0
Tembusan N " .
1. Menteri Pendidikan mmﬂﬂilmiadum: ,»",t-"f
2 GubemurNusaT fl:":trdil(m'ng(sabrag_@d laporan); Ve 4
3. Waki Gubermur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal laporan); -~ &
4. Sekretaris Daerah Provinsi Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Nagekeo di Mbay, . N v
§. Direkar Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementefian'Pendidikan dan Kebudayaan Republik
e . >

Indonesia d Jakarta: "";‘., 2 v .
Direktur Pembinaan SMA Kementerian P iken an yaan Republik Indonesia di Jakarta;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nagekeo di Mbay:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo di Mbay:

Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Nagekeo di Mbay.
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